




1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan bangsa Indonesia saat ini memunculkan permasalahan yang 
kompleks pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Permasalahan 
kompleks yang sering dihadapi, yaitu seperti tindak penyimpangan, kecurangan, 
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Permasalahan kompleks tersebut dapat 
menimbulkan tindak pidana korupsi maupun sistem pengendalian internal yang 
buruk sehingga berdampak kepada kinerja instansi pemerintah tersebut.  
Permasalahan kinerja pemerintah telah menjadi perhatian serius bagi 
pemerintah dan masyarakat dalam menilai kualitas kinerja di daerah masing-
masing. Perbaikan kinerja pemerintah merupakan salah satu agenda prioritas 
reformasi birokrasi pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.  Peningkatan kinerja oleh 
pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal 
kepada masyarakat, mengukur sejauh mana dampak, dan manfaat yang telah 
dirasakan masyarakat dari hasil kinerjanya. Salah satu kinerja yang dinilai dalam 
pemerintah daerah selama ini, yaitu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan (otonomi daerah). Otonomi daerah menuntut 
pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
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sumber daya daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan 
pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, 
kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan 
akuntabel serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 
Namun, otonomi daerah sendiri ternyata menimbulkan permasalahan baru. 
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap 57 
Daerah Otonom Baru (DOB) yang dilansir oleh kemendagri.go.id, menunjukkan 
sebanyak 44 DOB (77,2%) masih belum mendapat kategori baik. Dari hasil 
penilaian tersebut, sebanyak 27 DOB (47,35%) masuk kategori sedang, 13 DOB 
(22,8%) masuk kategori kurang baik, dan 4 DOB (7%) mendapat kategori tidak 
baik sehingga masih membutuhkan pembinaan dan fasilitasi khusus. 
Perbaikan kinerja pemerintah daerah menduduki posisi penting dalam 
strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan 
mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Perbaikan 
kinerja pemerintah daerah dapat menciptakan pelaksanaan otonomi daerah yang 
bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara 
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Perbaikan 
tersebut mewajibkan kepala daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan 
pertanggungjawaban dalam akuntabilitas keuangan guna mencapai good 
governance (Kusumaningrum dan Sutaryo, 2015). Salah satu bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan daerah, yaitu pemerintah 
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daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah 
pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, pemerintah daerah 
diwajibkan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD). Bagi pemerintah pusat, 
LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan 
terhadap pemerintah daerah. LPPD dibuat oleh pemerintah daerah untuk diberikan 
kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap 
tahun anggaran. LKPJ dibuat oleh pemerintah daerah kepada DPRD setiap tahun 
anggaran dan akhir masa jabatan sedangkan ILPPD adalah ringkasan LPPD yang 
disampaikan kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah 
setiap tahun anggaran. 
Penilaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan adanya 
evaluasi dari pihak eksternal. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah 
bertujuan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama 
ini pemerintah telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(EPPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa 
salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berupa Evaluasi 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan dilengkapi dengan 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penilaian 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia disebabkan oleh banyak 
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faktor yang mempengaruhi terutama dari masing-masing daerah. Seperti yang 
dilansir dari republika.co.id, Senin, 25 April 2016, Wakil Presiden Republik 
Indonesia Jusuf Kalla menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah harus 
melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola daerahnya serta otonomi 
daerah harus difokuskan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi 
masyarakat di daerah agar kesejahteraan masyarakat di daerah menjadi yang lebih 
baik dan hal tersebut yang membuat adanya pemerintah daerah yang mendapat 
penghargaan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (EKPPD). Namun, berdasarkan data realisasi APBD tahun 2013 yang 
menunjukkan bahwa masih rendahnya jumlah belanja modal (infrastruktur) pada 
pemerintah daerah kabupaten/kota. 
 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 
 
Gambar 1.1 
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 
(dalam persentase) 
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa secara persentase realisasi belanja daerah 
kabupaten/kota seluruh Indonesia didominasi oleh belanja pegawai, yaitu sebesar 
48,92%, kemudian diikuti oleh belanja modal dengan persentase sebesar 24,63%, 
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Terkait dengan rendahnya persentase realisasi belanja modal kabupaten/kota 
menunjukkan bahwa APBD selama ini yang digunakan untuk membangun 
infrastuktur dan sarana prasarana masih minim sehingga dapat menghambat 
pembangunan daerah. Dalam membangun sebuah infrastruktur, pemerintah 
daerah membutuhkan dana yang besar serta sarana dan prasarana yang memadai. 
Dana yang besar dalam APBD tersebut dapat diperoleh dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat. 
 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 
 
Gambar 1.2 
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013 
(dalam persentase) 
Gambar 1.2 menunjukkan bahwa secara persentase pendapatan daerah 
kabupaten/kota seluruh Indonesia didominasi oleh pendapatan transfer (Dana 
Perimbangan), yaitu sebesar 72,61%, kemudian diikuti oleh lain-lain pendapatan 
yang sah sebesar 16,55% dan PAD dengan persentase sebesar 10,85%. Masih 
rendahnya jumlah PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah 
menunjukkan bahwa daerah masing kurang mampu dalam menggali potensi 













Hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini 
ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil EKPPD dalam 
kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2012 – 2014), jumlah pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang mendapat kinerja sedang dan rendah meningkat 
dibandingkan dengan tahun 2011. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai 
berikut: 
 
Sumber: Hasil EKPPD oleh Kemendagri (Diolah) 
 
Gambar 1.3 
Jumlah Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang Mendapat Nilai 
EKPPD Sedang dan Rendah (dalam persentase) 
 
Berdasarkan Gambar 1.3 dijelaskan bahwa pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang mendapat nilai EKPPD sedang dan rendah pada tahun 2011 
sebesar 10,77%. Namun, setelah itu terjadi peningkatan jumlah pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang mendapat nilai EKPPD sedang dan rendah  hingga tahun 
2014. Pada tahun 2012, pemerintah daerah yang mendapat kinerja sedang dan 
rendah bahkan mencapai 33,84%, sedangkan tahun 2013 sebesar 27,22% dan 
tahun 2014 sebesar 16,39%. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan dan harus 
diketahui faktor penyebab agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja 
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penyelenggaraan pemerintah daerah menunjukkan bahwa otonomi daerah yang 
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, 
dan daya saing daerah belum tercapai.  
Permasalahan lain dalam EKPPD seperti yang diungkapkan Direktur 
Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Gunawan yang dilansir fokusjabar.com, 
Senin 14 September 2015, yaitu laporan yang diberikan kepada tim penilai tidak 
didukung dengan data dan informasi yang valid, akurasi data yang diberikan tidak 
akurat, dan pegawai yang mengawal data sering berganti-ganti. Permasalahan ini 
dikarenakan dalam pandangan pemerintah daerah, LPPD hanya bersifat formalitas 
belaka dan EKPPD yang dibuat oleh pemerintah pusat Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dipandang belum ada feed back (umpan balik) yang konstruktif dan 
dinilai tidak mengandung unsur “reward and punishment” yang signifikan. 
Berbagai permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi jika adanya pengawasan 
internal yang baik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Namun, masih rendahnya jumlah auditor internal menjadi suatu masalah.  
 
Sumber: BPKP (Diolah) 
 
Gambar 1.4 
Jumlah Kebutuhan Auditor Internal Tahun 2014 (dalam persentase) 
  






Berdasarkan Gambar 1.4 dijelaskan bahwa jumlah inspektorat masih sangat 
rendah dengan persentase 27%, sehingga terjadi kekurangan sebesar 73%. Hal 
tersebut juga terjadi di pemerintah daerah. Masih sedikitnya inspektorat daerah 
kabupaten/kota terutama yang merupakan auditor ahli menunjukkan bahwa 
inspektorat daerah masih belum dapat memberikan pengawasan internal yang baik 
karena dibutuhkan adanya pengetahuan dan pengalaman lebih yang dimiliki oleh 
seorang auditor dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat menyebabkan 
lemahnya pengawasan internal pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah. 
Pada penelitian sebelumnya mengenai kinerja pemerintah daerah oleh 
Nugroho (2014) dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan 
Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” menunjukkan bahwa 
tingkat kemakmuran daerah dan status daerah berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah, sedangkan ukuran daerah, kemakmuran daerah, dana 
perimbangan, belanja daerah dan temuan audit terbukti tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lainnya oleh Sudarsana 
(2013) dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan 
Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” menjelaskan bahwa tingkat 
kekayaan daerah, belanja modal dan temuan audit BPK mempengaruhi kinerja 
pemerintah daerah, sedangkan ukuran daerah dan tingkat ketergantungan pada 
pusat tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan oleh tersebut, Peneliti  
tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan secara lebih mendalam yang 
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diaplikasikan dalam bentuk laporan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaran Pemerintah 
Daerah di Indonesia, (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Di 
Indonesia)”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Terdapat berbagai macam masalah dalam EKPPD yang dipengaruhi oleh 
masing-masing karakteristik daerah. Pembangungan daerah merupakan salah satu 
wujud pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dapat dilihat 
melalui jumlah belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 
Rendahnya persentase belanja modal daerah dapat menghambat pembangunan 
daerah. Pembangunan daerah membutuhkan dana yang besar serta sarana 
prasarana yang memadai. Dana yang besar dalam APBD tersebut dapat diperoleh 
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer dari pemerintah 
pusat, sedangkan sarana prasarana dapat dilihat dari aset yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah. Masih banyaknya Daerah Otonom Baru yang memiliki kinerja 
yang kurang baik menunjukkan bahwa daerah yang relatif berusia muda belum 
mampu menyelenggarakan pemerintah daerah secara baik. Oleh karena itu, 
dibutuhkan inspektorat daerah yang mampu memberikan assurance atas tata 
kelola kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas terhadap 
penyelenggaran pemerintah daerah. Adanya pengawasan internal yang baik 
diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan anggaran maupun 
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mengawal program-program yang dijalankan pemerintah daerah tercapai secara 
efektif dan efisien. 
Penelitian yang dilakukan Sudarsana (2013) berhasil membuktikan bahwa 
karakterististik suatu pemerintah daerah dan temuan audit BPK memiliki 
pengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota untuk  tahun 
anggaran 2010. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dari 5 variabel yang 
digunakan, terdapat 3 variabel yaitu ukuran daerah, belanja modal dan tingkat 
ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan variabel tingkat 
kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah 
daerah kabupaten/kota di Indonesia serta temuan audit BPK berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba meneliti kembali beberapa 
variabel dari penelitian sebelumnya serta menguji variabel karakteristik daerah 
lain yang dapat berpengaruh terhadap nilai kinerja penyelenggaran pemerintah 
daerah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2014. Berdasarkan pemaparan latar 
belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 
diteliti diantaranya : 
1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?  
2. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?  
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3. Apakah belanja modal daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?  
4. Apakah umur administratif daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?  
5. Apakah inspektorat daerah berpengaruh positif terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk: 
1. Memberikan bukti empiris pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
2. Memberikan bukti empiris pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
3. Memberikan bukti empiris pengaruh belanja modal daerah terhadap 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
4. Memberikan bukti empiris pengaruh umur administratif daerah terhadap 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
5. Memberikan bukti empiris pengaruh inspektorat daerah terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan juga bermanfaat bagi 




1. Pengembangan Ilmu 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga 
pengetahuan dalam bidang akuntansi, terkait dengan pengukuran kinerja 
instansi pemerintah, serta mengenai penetapan peringkat dan status kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan 
pemerintah daerah. 
2. Pengembangan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan 
oleh Kemendagri dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 
dan serta sebagai bahan pengembangan penelitian selanjutnya tentang 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. 
1.5. Orisinalitas Penelitian 
Penelitian tentang hubungan karakterististik suatu pemerintah daerah  
dengan kinerja pemerintah daerah di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain 
oleh Sudarsana (2013) dan Nugroho (2014), sedangkan penelitian mengenai 
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Putri (2014) 
dan Irsan (2014). Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui, menguji serta 
meneliti kembali beberapa variabel karakteristik dari masing-masing pemerintah 
daerah pada penelitian sebelumnya yang berpengaruh terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah, namun peneliti akan menggunakan proksi 
pengukuran yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada variabel tingkat 
kemandirian daerah, peneliti menggunakan jumlah pendapatan transfer 
dibandingkan dengan PAD di mana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 
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menggunakan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU). Pada penelitian sebelumnya 
yang memakai variabel belanja modal menggunakan jumlah belanja modal 
daerah, sedangkan pada penelitian kali ini akan menggunakan perbandingan 
antara belanja modal daerah dengan jumlah belanja daerah. Peneliti juga 
menambahkan variabel lain, yaitu inspektorat daerah yang dilihat berdasarkan 
jenjang auditor yang dihitung melalui perbandingan jumlah auditor ahli dengan 
total auditor pada inspektorat daerah pemerintah kabupaten/kota dalam menguji 
pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Data yang 
digunakan pada penelitian ini, yaitu data pada tahun 2014. 
